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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan
baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang telah bekerja sama
untuk melaksananan pembuatan laporan ini.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan
pemerintahan yang baik (good government) dan juga merupakan wujud pelaksanaan
tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan prog ram kerja dan
penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Laporan Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama
satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan
dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan
efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya
masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, krittk dan saran yang
membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang

akan datang.

Lumajang, 31 Maret 2025
Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

S S

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001




LYNMAIRANG

EKSOTIK

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...ttt e e et e e e e e en s i
KATA PENGANTAR ettt e et e e e e e e aabe e e s ii
DAFTAR IS ettt e e e e e iii
DAFTAR TABEL .o e e e e v
DAFTAR GAMBAR ...t e e e e e e e e e aanns v
BAB |. PENDAHULUAN ...ttt e e e e 1
1.1. Gambaran UMUIM ......oooiiiiiiiiiiiiia e e e e e e e ear s e e e e e e e aaees 1
1.1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan ............cccccciiiiiienee, 1
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan ......................... 3
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA ...t 4
I e C T g = T 1= L I ST = - PSPPI 4
A O o - 1= Lo I ] 1= - U PP 5
2.3. Evaluasi dan Analisis KINEIa ........cooviiiiiiiiiiiiii e 18
2.4. Rencana Tindak LanjUl.........ccoooiiiiiiiiiiiii e 20
2.5. Tanggapan Atasan LangSUNQ .......uueieuiiiiiiiine i ean e et e e e e aans 20
BAB I PENUTUP ...coiiiii ettt 21



LYNMAIRANG

EKSOTIK

DAFTAR TABEL

Halaman
TABEL |
Tabel 1.1 KOMPOSISI PEYAWA ........oiiiiiiiiiiee ettt e e e et e e e e e eeaaneeeaeeees 3
TABEL Il
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025....................... 4
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025......................... 5
Tabel 2.3 Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan
I L1024 0124 T 12
Tabel 2.4 Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Belum
Tercapai Di Sisa TahUn ANQOAIAN........cooiiiiiiiiiiiiiia ettt e e e e s 18



LADORAN = v P ALA BAGIAN —
S one™ " TATA PEMERINTAHAN A

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1
Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan ..............ccccccooiiiiiiii e 2



LY NMAagitnG

EKSOTIK

BAB |
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan
bahwa pejabat eselon Il berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan
kepada pejabat eselon Il. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling
lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata
Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon Ill tentunya juga
berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan
perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam
mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai
dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan Kkinerja
dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan
efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan

pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM
1.1.1. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut,
khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata
Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan
perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring
dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan
administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan
pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta
kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi Kepala Bagian Tata

Pemerintahan adalah sebagai berikut :
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1. Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi
Kewilayahan;

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk
teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi
Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan;

3. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang
administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi
kewilayahan;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan
dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;

5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan —
tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi
daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi dari Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana berikut :

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

TRIKONDO CAHYONO,
S.Sos

' Kepala Bagian tata
Pemerintahan
HARIS HERMANSYAH

Analis Kebijakan Muda

MIFTA AGUSTIN, S.Sos

Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Pertama

MIMIK SANIFA, S.E.,
M.M. SAODAH

NILA CHRISTANTI
Analis Perencanaan dan Analis Akuntabilitas Kinerja
Kerjasama

PUTRI NUR ANGGREINI
Pengolah Data

DINDA YUNITA DWI

Analis Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Aparatur

MOHAMMAD YANI ACI DHAMAR KARTIKA

Pengadministrasi

Pengadministrasi Umum Keuangan

Pengadministrasi

Pengolah Data Pengolah Data
Kepegawaian

VENY DIA KENCANA,
E RIFKY SYAIFUL RIZAL
Pengadministrasi Umum

MIRYATI Q RENDI HIDAYAT, SE SEPTINA K. Devi, AMd

Pengadministrasi
Keuangan
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1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan
Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan
Sumber Daya Manusia sebanyak 14 orang (kondisi per 1 Maret 2025), dengan

komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

GOLO
STATUS KEPEGAWAIAN GOLONGAN PNS | NGAN TINGKAT PENDIDIKAN
PPPK
NO. OPD
P
I's.d SM DIV/
N | CPNS | PPPK | TKB | I | 1 [ 1 | IV SD | sSwmP DI | DIl
XVII A s1

BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Maret
2025 sebanyak 14 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural
sebanyak 1 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat
pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 7 orang, PPPK
sebanyak 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan
pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 25 % : 75 % dengan

pegawai laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala
Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025
No. Sasgran Indikator Kinerja Kegiatan Target
Kegiatan
1) 2) 3 4)
1. | Meningkatnya | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan 100 %
tata kelola Perangkat Daerah
pemerintahan —— . .
. Persentase fasilitasi penyediaan jasa 100 %
yang baik

penunjang operasional kantor

Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD 100 %

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 100 %

Persentase Terlaksananya Administrasi Tata | 100 %
Pemerintahan

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi 100 %
Kerjasama yang dilaksanakan

Persentase Fasilitasi Administrasi BMD 100 %
Perangkat Daerah

Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, | 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
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2.2. CAPAIAN KINERJA
Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2025, capaian kinerjanya

adalah :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025
No. Sas_aran Indlkato_r Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Kegiatan Kegiatan
2 3 4 5 6=5/4
1. | Meningkatnya | Persentase fasilitasi 100 % 25% 25%
tata kelola Administrasi Keuangan
pemerintahan | Perangkat Daerah
yang baik Persentase fasilitasi 100 % 25% 25%

penyediaan jasa
penunjang operasional
kantor

Persentase fasilitasi 100 % 25% 25%
Administrasi Umum PD
Persentase fasilitasi 100 % 25% 25%
pemeliharaan BMD
Persentase 100 % 50% 50%
Terlaksananya
Administrasi Tata
Pemerintahan
Persentase Fasilitasi dan | 100 % 25% 25%
Koordinasi Kerjasama
yang dilaksanakan

Persentase Fasilitasi 100 % 0% 0%
Administrasi BMD
Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi 100 % 0% 0%
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
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Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
sampai dengan Tribulan | yaitu 25% dari target 100% Tahun 2025.

2. Capaian kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
Tribulan | yaitu 25% dari target 100% Tahun 2025. Terdapat beberapa sub
kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Penyediaan jasa surat menyurat,
dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

3. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD Tribulan | yaitu 25%.
dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang
dilaksanakan vyaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitasi
Kunjungan Tamu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Capaian kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD Tribulan | yaitu 25%. dari
target Tahun 2025 100% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang
dilaksanakan yaitu penyediaan BBM kendaraan dinas jabatan.

5. Capaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan | Tahun 2025
yaitu 50% dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 50%. Kinerja
pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang sudah dilaksanakan
pada Tribulan | Tahun 2025 meliputi :

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun Anggaran 2024

2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir
Tahun Anggaran 2024

3) Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024

4) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun
Anggaran 2024

5) luran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

6. Capaian kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan
pada Tribulan | Tahun 2025 yaitu 25% dari target Tahun 2025 sebesar

100% dengan realisasi 25%. Diantaranya terdapat:
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1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan
dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lumajang;

2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas llmu Kesehatan Universitas dr.
SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan
Sumber Daya; dan

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang
dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia.

7. Capaian Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan
pada Tribulan | Tahun 2025 yaitu 0% dari target Tahun 2025 sebesar 100%
dengan realisasi 0% dikarenakan dilaksanakan di Tribulan II.

8. Capaian Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja yang dilaksanakan pada Tribulan | Tahun 2025 yaitu 0% dari target
Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 0% dikarenakan dilaksanakan
di Tribulan I1.
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Tabel 2.3
Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025

No.

Sasaran
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Anggaran

Kinerja

Pagu

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Efisiensi

=

2

3

4

5

6

8

9

10=9-6

Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik

Persentase fasilitasi
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Rp 22.822.000

Rp 3.620.802

15.87%

100%

25%

25%

0.09

Persentase fasilitasi
penyediaan jasa
penunjang operasional
kantor

Rp 72.062.000

Rp  17.501.802

24.29%

100%

25%

25%

0.01

Persentase fasilitasi
Administrasi Umum PD

Rp 117.900.140

Rp 5.463.802

4.63%

100%

25%

25%

0.20

Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD

Rp 42.850.000

Rp 3.873.812

9.04%

100%

25%

25%

0.16

Persentase Terlaksananya
Administrasi Tata
Pemerintahan

Rp 351.846.450

Rp 132.589.210

37.68%

100%

40%

40%

0.02

Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Kerjasama
yang dilaksanakan

Rp 40.050.000

Rp  5.625.000

14.04%

100%

25%

25%

0.11

Persentase Fasilitasi
Administrasi BMD
Perangkat Daerah

Rp 1.968.000

Rp O

0%

100 %

0%

0%

0%

Persentase Fasilitasi
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Rp 1.710.000

Rp 0

0%

100 %

0%

0%

0%
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Dari tabel 2.3 terlihat bahwa :

1.

Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,09%
dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25%
terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan | yaitu 15,87% dengan realisasi anggaran sesuai LRA
Rp. 3.620.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 22.822.000.
Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor
yaitu 0,01% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja
sebesar 25% terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan | 24,29% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp
17.501.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 72.062.000.
Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD vyaitu 0,20% dengan
capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap
target 100%.
Capaian anggaran Tribulan | sebesar 4,63% dengan realisasi anggaran sesuai
LRA Rp 5.463.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 117.900.140.
Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD vyaitu 9,04% dengan capaian
kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap target 100%.
Capaian anggaran Tribulan | sebesar 9,04% dengan realisasi anggaran sesuai
LRA sebesar Rp 3.873.812 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 42.850.000.
Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 0,02%
dengan capaian kinerja 40% dengan realisasi kinerja sebesar 40%. Kegiatan
yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :
1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun
Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran
2024 (dilaksanakan pada Tribulan 1)
Capaian anggaran sampai dengan Tribulan | 37,68% dengan realisasi anggaran
sesuai LRA sebesar Rp 132.589.210 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp
351.846.450.
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6. Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan
yaitu 0,11 dengan capaian kinerja 25% dengan realisasi kinerja 25% terhadap
target sebesar 100%

Capaian anggaran Tribulan | 14,04% dengan realisasi anggaran sesuai LRA

sebesar Rp 5.625.000 dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 40.050.000.

Diantaranya terdapat 1 Kesepakatan Bersama, dan 2 Perjanjian Kerja Sama

yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut :

1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia di Kabupaten Lumajang;

2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas IImu Kesehatan Universitas dr.
SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya; dan

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah sebesar 0%
dengan capaian kinerja 0% telah memenuhi target sebesar 100% pada sampai
dengan Tribulan | Tahun 2025.

8. Efisiensi Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja capaian kinerja sebesar 0% dengan realisasi kinerja 0%
terhadap target sebesar 100% sampai dengan Tribulan I.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifathya masih merupakan capaian
penyerapan anggaran Tribulan | Tahun Anggaran 2025.
2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun Anggaran 2025, ada
yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan
adalah mereviu kembali schedule program dan kegiatan yang sudah direncakan pada
dokumen perencanaan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai

target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :

10
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Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No Indikator Kinerja Strategi Yang Digunakan Pada Bulan
Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan | Dilakukan
1. | Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas | setiap bulan
Keuangan Perangkat | ASN setiap bulan di Tahun
Daerah 2025
2. | Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan Jasa | Dilakukan
penyediaan jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa | setiap bulan
penunjang K.omunlkash Sumber Dgya Air dan | di Tahun
operasional kantor Listrik dan Penyediaan Ja_Lsa 2025
Pelayanan Umum Kantor setiap
bulan
3. | Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan Bahan | Dilakukan
Administrasi Umum Logistik Kantor dan | setiap bulan
PD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | di Tahun
dan Konsultasi SKPD setiap bulan | 2025
4. | Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan Jasa | Dilakukan
pemeliharaan BMD Pemeliharaan mobil dinas dan | setiap bulan
pemeliharaan komputer dan printer | di Tahun
secara berkala 2025
5. | Persentase 1. Melaksanakan penyusunan | Dilaksanakan
Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan | Tribulan |

Administrasi Tata
Pemerintahan

Pemerintahan daerah
2. Melaksanakan pembayaran
APKASI tepat waktu

1. Melaksanakan kegiatan
Upacara Hari Otonomi Daerah

1. Melaksanakan kegiatan
sinergisitas
2. Melaporkan  hasil fasilitasi

PATEN di Kecamatan semester
|

1. Melaksanakan Upacara Hari
Jadi Provinsi Jawa Timur

Dilaksanakan
Tribulan 1

Dilaksanakan
pada Tribulan
11

Dilaksanakan
pada Tribulan
v

11
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2. Melaksanakan hasil fasilitasi
PATEN di kecamatan semester
1

Persentase Fasilitasi | Meningkatkan target kinerja | Dilakukan
dan Koordinasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi | setiap bulan
Kerjasama yang kerjasama, dimana pada Tahun
dilaksanakan 2024 terdapat banyak pengajuan

fasilitasi kerjasama.
Persentase Fasilitasi | Melakukan pelaporan penatauhaan | Dilakukan
Administrasi BMD barang secara tepat waktu pada
Perangkat Daerah Semester |

dan Semester
1

Persentase Fasilitasi | Melaksanakan perencanan | Dilakukan
Dokumen anggaran secara tepat waktu pada Tribulan
Perencanaan, | dan Tribulan
Penganggaran, dan v

Evaluasi Kinerja

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara
terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan
perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja,
sehingga ada solusi.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi

Kewilayahan.

3. Menyusun kegiatan sesuai dan Time Sc hedule lebih baik lagi.
4. Melaksanakan semua kegiatan sesuai Time Schedule yang sudah ada.

5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama.

12
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Laporan kyrang baik

Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang /
=110 2 | et A e oSN W< 2l /o YRRl SRR
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EATA PEMERINTAIAN

BAB IlI
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan
telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi
Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal.

3. Adapun strategi yang dilakukan dengan mencermati kembali time schedule kegiatan
dan anggaran serta melaksanakannya sesuai time schedule yang ditetapkan

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG Lumajang, 31 Maret 2025
Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Dan Kesejahteraan Rakyat

S

TRIKONDO CAHYONO, S. Sos
NIP. 19674606 199202 1 001 NIP. 19670916 198809 1 001

14
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama INDRIONO KRISHNA MURTI, AP

Jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Ir. PAIMAN

Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Lumajang, 10 Februari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
!l = - IAN KINERJA TAHU
/ S % o
Y/ \\ N
1 Ir/PAIMAN JIRIKONDO CAHYONO, S.Sos No. | Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
NIP. 19670606 199202 1 001 NIP. 19670916 198809 1 001
(0] ) (&) (O]
1 Meningkatnya tata | Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan 100 %
kelola Perangkat Daerah
pemerintahan yang [ Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang | 100 %
baik Operasional Kantor
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum 100 %
Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik 100 %
Daerah
Persentase Terlaksananya Administrasi Tata 100 %
Pemerintahan
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama 100 %
yang dilaksanakan
Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik 100 %
Daerah Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

NO. PROGRAM ANGGARAN
I.  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Rp 22822000
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp  72.062.000
Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 117.900.140
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp  42.850.000
Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Rp 351.846.450
6.  Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp  40.050.000
7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat ~ Rp  1.968.000
Daerah
8. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja ~~ Rp  1,710.000
Perangkat Daerah
JUMLAH Rp 651.208.590
Lumajang, 10 Februari 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN KE BAGIAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TATA PEMERINTAHAN
/ =) Py
SN
Ir/PAIMAN TRIKONDO CAHYONO. S.Sos
NIP. 19676606 199202 1 001 NIP. 19670916 198809 1 001
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1. Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan logistic

! UD. INTI JAYA

Jin. Kyai Muksin No. 57 (Depan RSI) LUMAJANG

Teip. (0334) 837130 HP. 085234086762
Tgl fe A 2225 Nama: 2. Pews
] Banr;yaak Nama Barang SH:JI%::] Jumlah l
R 9w s 9 fcwo
A
g rscioglaioplioe bt b JUMLAH Rp. Qz Geoo
Service Kompor Gas dan Persewaan Kompor Gas

« Material Bangunan : Pasir, Batu Bata, Batu Kali, Buang Bongkaran, dil.

HARIC He'k MANS YAy
NP 198203131994 03106

2. Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

[: KWITANSI

s Evipat Ratus Tujul Belas Ruplal

&' Vilana Bp. w6z [/ mﬁ:m
L >
it i gt . .

>

D ACLDMAMAR KARTIKA
NIP.19680813 199403 1 006 NIP. 19860805 200604 2 0

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
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4. Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun

Anggaran 2024;

EKSOTIK

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUP, 3

TAHUN 2024

Kata Pengantar

N
2

®

Asestons loen Worsmstllils Wirolated
Son Ssiters By hite Somes

Pul syukur kehodial Alloh SWT
atos impohan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga Loporon
Penyelenggoroan  Pemerinfohan
Doerah Kabupaten Lumajang Tahun
2024 ini dopat ferselesaikon fepat
waktu

Peraturan Pemerintoh Repubik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentong Loporon  don  Evoluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Perafuron Menteri Dolom
Negerl Nomor 19 Tahun 2024 fentang
Perafron  Pelaksancan  Perafuran
Pemerintoh Nomor 13 Tohun 2019

tenlong loporan  don  Evaluasi
Penyelenggoraan  Pemerinfohan
Doeroh  felah  mengomonatkan

kepada selruh pemerintoh doerah
untuk menyompaikan Loporan sefiop.
tohunnya, ferdd  alos  Loporon
Penyelenggoracn  Pemerintohan
Daerah yang disompaikon kepoda
Pemerintoh melaii Gubernur Jowa
Tmur,  Loporon  Keferangon
Pertanggungiawaban Kepola Doerch

Kepodo DPRD, seda Ringkoson
Laporan Penyelenggaracn
Pemernichan  Daerah  kepoda
Masyarakat.

Moteri peioporan dalom Loporan
Penyelenggaraan  Pemerinfohon i
Kobupoten Lumajong  mencakup
proses penyelenggoroon
pemerinichan  dalom  rangka

urusan piihn don penunjong urusan
pemerintahan sera tugas
pembantuon.

"J“’; f

Penyelenggaraon Pemerintahon o
Kabupaten  Lumajong  pada
Tahun 2024 feloh dioksanakan
dengan menghasikan ~ kemajuan
pada berbagal bidong
pemerintohan dan pembangunan.
Meskipun feich banyok copaian
kebehasion.  mash  terdapat
permasalohan dan kendalo yong
hadapi, dharapkan
permasolahan  yong  dhadapi
fersebut dapat segera ferselesaikan.

Melalui laporan ini diharapkan
memberkon gombaron  objekit
tentang perkembangan
penyelenggaraon  pemerintohan
daerah di Kabupaten Lumajong dan
bermanfoot  sebogoi  bohan
pembincon,  pengawasan,  dan
penyelenggaraan
Pemerintahan serta sebagai bahan
evouosi  perenconcon  don
perumusan kebijokan pada fahun
mendatang agar konsisten dengan
RPD Kobupaten Lumajong Tohun
20242026 maupun  dokumen
perencanaan yang lain.

Akhir kato, soya ucapkan
terima kash kepoda semua pihak
yang teloh berparfispasi  dalom
penyusunan Loporan
Penyelenggaraan
Daeroh Kabupaten Lumajang Tahun
2024,

Lumojong,  Maret 2025
BTUUMAIANG
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2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun
Anggaran 2024;

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Q)

BUPATI LUMAJANG

€« Rata Peagantar 7>
Aualamurladum Warabamarulahe Wabarabarak
Selamat Pag! dan Salam Sejahiera

;e

')
D AR AMPERAWAT

3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran
2024;

@ PEHERINTAN
TABUPATEN LUMAJANG %

'S
ot

S

‘\‘ :

NV30dV E

NVdV¥3IN3d §

Standar
Pelayanan
Minimal

SPM Standar .
s Pelayanan o ST s g
* Minimal (SPM) ek itorimp s ol
Kabupaten Lumajang yong ditetapkon,

Terbitnya Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tohun 2018 fenfong Stondar

Pelayanan Minimal dan Peraluran Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2021
fentong Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupokan ocuon  dalom

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adaloh kefentuan tentang jenis dan

g merupal
sefiop worga secara minimal. Penekanan kata “minmal® dalom sfiah SPM ini
mengocu pada batas minimal fingkat cakupan dan kuailas pelayanan dasar yang
horus mompu dicapa oleh sefiap doeroh.

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini fersusun ofas kedasoma fim yang
felah bonyak mencurahkan wakiu, fenaga dan pikion bak di sekuuh [ojoran
Perangkat Doeroh dalom rangka percepalon penerapan dan PeNcapaian SPM
untuk terboi

Dolom penyaian loporan ini mash banyak kekurangan dan kelemohan.

Kiitik don saran sangat dihorapkan demi kesempumaon laporan SPM. ini, Atos
bontuon don kerjasomanya dari berbagal pihak komi mengucapkan banyok
terimakash,

wmojang. Maret 2025
B LUMAJANG
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4) Pelaporan PATEN Semester Il Tahun 2024;

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. K

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
S

0

Laporan Pela

Semester 1l Tal

L PENDAHULUAN
A. Latar Belak

u sampai scjouh m v.
)gan Bupati yang dilimpahkan kej eberapa hal yan

be
kanpetunjuk dan &

.. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kes «

INDRIONO KRISHNASIURTL AP
NIP[ 19730702 199311 1 001

\

€. Tujuan
Memantau dan mengas
terutama pada. pelaksanaas
dilimpahkan kepadaCamat

1. RUANG LINGKUP

Berfokus pada pelaporan Camat terkait peli

pelayanan non perizinan yang dilimpahian Bupati K
PATEN.

Dipindai dengan CamScanner Dipindai dengan CamScanner

5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan
» Dokumen Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia di Kabupaten Lumajang

PERJANJIAN KERJASAMA i e et B it .
<idfois etum p . réilood be ef
UNIVERSITAS HAFSHAWATY ZAINUL HASAN : ‘

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG : & i s gebeeaid Aty R
ik

ENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MAS' )

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARA PIHAK
DI KABUPATEN LUMAJANG
Nomor :0269 /UNHASA/MoU/ 1/ 2025 Pasat 10
Nomor : 400.14.5.4/ 11784/427.52/2024 ADENDUM
. o kemudiar PARA PIHAK dalam P
1. NUR HAMIM Rektor Universitas Hafshawaty ~Zainul Perjanjian Kerja Sama
Hasan berdasarkan  Kef
: Pasal 11
PENUTUP
o Perjanjian Kerja Sama a0 ditand: ) PARA PIHAK
s el
PIHAK KESATU
Perjanjlan Kerja Sama in Wt oleh PARA PIHAK

2. ROSYIDAH Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lumajang, berdasark: Bup
HAK KESATU

———

N RoSrinAn e LN OR HAMIM
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2. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas IImu Kesehatan Universitas dr.
SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan
Sumber Daya

RAKAT, DAX

3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

r *\I Pasal 11

KESEPAKATAN BERSAMA &
ANTARA

t dan ditandatangani pada hari
ap 2 (dus) bermeterai, masing:

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PIHAK KESATU

DAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA

¥ < ]
INDAH AMPERAWATI

Nomor : 100.3.7/1-KSB/427.11/2025

Nomor : 178/G164/U.AK/R/C.06/111/2025

dua puluh lima (27-03-2025), kam
L INDAH AMPERAWATI

1L JUNAIDI

m—l7%1 4 =T
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> Rapat Koordinasi Kerjasama

1) Fasilitasi Pembahasan Draft Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang
tentang Kerja Sama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka
Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan,
Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Lumajang (14 Januari 2025)

2) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Perencanaan
Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang (24 Januari 2025)
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3) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia
(ASKRINDO INSURANCE) tentang Penggunaan Asuransi di Kabupaten
Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi
Sebagai Perlindungan Diri Bagi Penunjang di Objek Wisata Selokambang

dan Waterpark (6 Februari 2025)
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4) Monev tindak lanjut Penyusunan Perjanjian Kerjasama Daerah Urusan
Transportasi, Kebencanaan, dan Pariwisata Kawasan Bromo Tengger
Semeru (BTS) (26 Februari 2025)

KAB. LUMAJANG

RENCANA KERJIA ANGGARAN
SATUAN KERJA PE KAT DAERAH
(RKA-

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUS AN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pengguns Anggaran

2 Nama Drs. AGUS TRIYONO, MSi
b NIP 196
Jabat P

RKAPEMBIAYAAN SKPD

RKAREKAPITULASI )

Ringkasan APBD

Disiapkan oleh.

Kuasa Pengguna Anggaran

S

Drs AGUSTRIYONO, M.Si TRIKONDO CAHYONO, §.S0s

NIP: 196005071989031004 NIP: 196709161085091001
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